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Menimbang    :     a.    Bahwa  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasarl  Permukiman
serta     Pertanahan     merupakan     bagian     dari     organisasi
penyeleng8ara    pelayanan    publik    bidang    perunahan   dan
pertanahan:

b.    Bahwa berdasarkan pasal 15 huruf a undang-undang Nomor 25
Tahun     2009     tentang     Pela.yanan     Publik,     Penyelenggara
berkewajihan menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

c.    Bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam huruf a dan hnruf b perlu menetapken Keputusan Kepala
Dinas  tentang  Standar  Pelayanan  Dalam  Rangka  Penerapan
Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perunahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan;

Mengingat       :     1.    Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   5   Tahun   1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1960    Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034):

2.    Undang~Undang Nomor 5 Tahun  1986 tentang Pengadflan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Republfl£ Indonesia Tahun 1986
Nomor  77,  Tanbahan  Lembal'an  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3344) sebagainana telah diubah beberapa kan terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   51   Tahun   2009    tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986
teritang   Pengadilan  Tata   Usaha   Negal.a   (I.embaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2009    Nomor    160,    Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);



4.    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009
tentang Petryanan Publik (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomol. 112, Thmhahan I,emharan Negara Repub]ik
Indonesia nomor 5038);

5.    Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   1   Tahun   2011
tentang Perumalian dan Kawasoji Perinukinali (I+embar Negara
Republik Indonesia Tanun 2011 Nomor 7, Tanbahan I,embaran
Negara Nomor  5188)  sebagainana  telch  diubah bebel.apa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang
Cipta Kelja;

6.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    24    Tahuri     1997    tentang
Pemdaftaran Tanah (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun
1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3696);

7.    Perafuran    Pemerintafi    Nomor    96    Tahun    2012    tentang
Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik;

8.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    14    Tahun    2016    tentang
Penyelengaraan     Perumahan    dan     Kawasan    Permukiman
(Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Tchun  2016
Nomor 5883);

9.    Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 76  Tahun  2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  .2020
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun
2020 Numur 10, Tanljalrali L€mt}aran Negara Repubm lndonesia
Nomor 5887);

11.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  30  Tahun  1999  tentang
Arbitrase (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan);

12.  Peraturan    Menteri   Pendayagunaan    Aparatur   Negara   dan
Reformasi Birukrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasioanl  Prosedur
Administrasi Pemerintahan ;

13.  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tanun ZO 16
tentang Penyelesainn Kasus Pertanahan.

14.  Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerali;

15.  Peraturan  Wali  Kota Tarakan Nomor  64  Tahun  2020  tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
KCH.a Dines Perumahan Rakyat dari Kawasan Permukiman serta
Pertariahan Kota Tarakan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

RETIGA

MEMUTUSKAN

Standar Pefayanan Dafam Rangha Penerapan Pekyanan rmblik di
Dinas   Perumahan    Rakyat   dan   Kawasan    Permukinan    serta
Pertanahan Kota Tarakan;
Jerris    layanan    yang    ditetapkan    dalam    Standar    Pelayanan
sebagainana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  tereantum  dalan
Lanpiran I yang merupakan bagian tak texpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas ini;
Keputusan Kepala Dinas ini mulal berla]ou sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Tarakan
E±da__Tam=±ggaal_:4Jap.uari2Q22
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Tembusan Kep_ada Yth   :
1. Wall Kota Tarakan ( sebagai I,aporan ).
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setkota Tarakan.
3. Inspektorat Kota Tarakan.
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
7. Arsip.
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STENDAR     PEIAYENEN     DI     DINAS     PERUMAHAN     RAKYAT     DAN     RAWASAV
PERMUKIMAN SERTA PERTENAHAN KOTh TARAKAN

A.  Bidang pertanahan.
1. Penerbitan Berita Acara Hasfl Mediasi;
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
3. Penerhitan Surat Penunjukan Lokasi (SPL);
4. Penerbitan Register Penyerahan Siteplan;

a.  UFTD. RUMAII SUSUN SEDERHANA SEWA

1. Permohonari Sewa;

fl  ®®©
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Komponen Standar
-|iprti :

Komponen

Pelayanam yang ¢ehait dengan proseB penyappalan pelayainan (serdce deLiinery)

Uraian
Perayaratan
Admiristrasi

Sistem. Mekanirme
dan Prosedur

Jangka Wcktu
Pelayanan

Biaya / Tarif
Pro dLds Pela,yanan

1.  Pemohon
2.  Surat Permohclnan harms dilengkaLpi dengan

a.  Blanlro Pemohonan;
b.  Fotoc:Opy rm;
c.  Fotocopy KK;
d.  Fotocopy PBB;
e.  Fotocopy Alas Hah Tamah;

menyampalkanpermohonanyangdifujLikankepada

f,   Surat Kuasa.

Penerbitan Berita Acara Hasil Mediasi

Kepala Dinas.

dilaksanakan sebagai berikut

Kepala Bidang menginventari3ir ma8alah dart
memerintahkan Kepala Seksi P enyele8aian Sengketa

Tanah untuk membuat 8ural undangan.

iBr
Kepala Seksi Penyele8aian Sengketa Tanah mewhuat

8urat undangan den memerintahkan Staff
melakeanakan peninj auan lokagi untuk memperoleh
data inventarisir ma8alah yang akurat be8erta toto-

foto dokumentasi.

ip
Kepala Sek8i Penyelesalan Sengketa Tanah menerima

data inventari8ir masalah be3ena toto-toto
dokumentasi. Selanjutnya melakukan koordinaBi
dengart saksi-salali bataB dan/atau delLgan pihak

terkait.
I,\,`

Kepala Sekgi Penyele8&ian Sengketa Tanal
melaks anakan medi a9i.

+
K©pala Sekei Penvele§aian Sengketa Tanah
melaporlcan ha8il med}a8i ke Kepala Bidang

Pertanahan.
`.I

Kepala Bidang Pertanahali membuatkari draft berita
acara ha8il mediasi.

Kepala Dines menandatangani berita acara ha8il
mediasi.

Berita acara hasil mediasi digampaikan ke Pemohon.

7 hari (apabila mediasi terlaksana dengan tertib) dan lnaksinal 365 hari (apabila
mediari tidak terlaksana dengan tertib)

GraLtis

Beritai Acara Hagil Mediasi

Penanganan
Pengaduan, Saran dan

I .  Datang langsung ke Dinas
Pe rtashan Kota Tarakan

Perunahan RakyaLt dan Kawasan Permukiman serta

GaLdig H Tarakan.



B.N KomponenStandarPelayananyangterftaitdenganproseBpengelolaanpelayanandiirfendorgahisasi(maoufacfuring)meHputi:

a.I. Kom  omenDH Uraianasar  Lha I.Undang-undangNomor5Tahun1960tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgraria(lembaranNegaraRepubHkindonesiaTahun1960Nomor104,Tarhoahanliembaran

NegaraRepublikindonesiaNomor2043);
2.Undang-undangNomor5Taha1986tentangPengadilanTataUsahaNegara

pembaran Negara Repul?lik Indonesia Tanun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran
NegaraRepubmlndonesiaNomor3344)sebagaimanatelahdihoahbeberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor§1Tahun2009tentangPerutahanKeduaAtasUndang-UndangNomor5Tahun1986tentangPengaLcmanTataUsahaNegara(IiembaranNegaraRepubmindonesiaTahun2009Nomor160,Tambahanlembaran

NegaraRepublikinclonesiaNomor5079);
3.Undang-undangReputELIndonesiaNomor25Tahun2009tentangPelayananPublikaiembaranNegaraRepublikindonesiaTahun2009Nomor112,TanbahanLembaran

NegaraRepublikindonegianomor5038);.
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah qehoaranNegaraRepublikthdone§iaTahun1997Nomor59,TarhoahanlembaranNegaraRepublikhdonesianomor3696);

5.  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrae ¢enyelesaian
Sengketa di Iunr Pengadilan) .

6.  Peramran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Repub]jkhdonesiaNomor35Tahun2012tentangPedomanPenyusunanStandaI
Cpe rasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7.   Perafuran Menteri Agraria dan Tata Ruang / K©pala Badan P®rtanahan Nasional
Reprblik indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

8.   Perafuran Daerah Rota Tarakan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembenttckan dan
Susunan Perangkat Daerah.

9.   Perafuram Walikota Nomor 64 Tahun 2020, tentang Kedudutan, Susunan Orgarisasi,
'nlgas dan FLingsi serta Tata Ke¢a Dines Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemutchan

serta PertaninarL Kota Tarakan.
Z. Sarana, Prasarana, I.   Blardso permohorrm

dan/atau Fasilitas 2.  Dckumentasi kegiatan
3,  Surat penugasan
4.   ATK
5.   Komputer

3. Kompe tensi Pelaks- I .  Memilild kompetensi tentang penyelesalan permasalahan perianahan.
2.  Menguasal Peraturan terkait penyelesalan permasalahan pertanahan.
3.  Menguasal MS Word dan Excel.

4. Pengawasan mte mat Pengawasanintemalsecara,berjenjangdenganSistemPengadilanmtemalPemerintch
(SPIP).

5. ]umlch Peldsana 5 Ona) orang
6. ]aminan Pelayanan I,  Pelayanan diberikan seguai dengan kode etik dan tata tertib di pemermtch Rota

Tarakan;
2.  Permnjtkan petugag sabagai pelaksana me"pakan tenaga yang memim ka[pabilitae

sesuai dengan bidang kerianya.Penyelengaraandanprodutlayanan dmelikan sesuai dengan ketentuan perafuran yang
T. i aminan Keananan

dtLn I{eselanlalanPelayanan berlaku.

8. Evaluasi Kinerj aPelaksanaan Evaluasi rmerja dilaksanakan secara berkelan]utan setiap tanun.
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